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PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU T ENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2015
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

bah tu,
be wa unf .k l:nelaksanaka.n ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah  Nomor 01 Tahun 2015 tentan
rtanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penda en ;
patan dan Belanja Dae: ah Ka 'ah
B0t i j T bupaten Maluku Tengah
AnPengdg:ra: ’ per] u. menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungj jawaban aksanaeann Anngaraunn
patan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014 me T
’

Menimbang :
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Mengi. : x
ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II L?a}am Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran

Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

2.
dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); '

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

7.
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

8.
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009

Noinor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
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S tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

an Negara Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembar:

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Tahun

18. Peraturan Pemerintah perubahan

006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
o age

> Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara

atas Peraturan

Tahun 2008 Nomor 78);

intah N
19. Peraturan Pemenn
Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomo
cg

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
omor

r 4614);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
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Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 21 Tahun 2007 &cntang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5351);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

- tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155);
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

30.

31.

32.

33.

34.

3S.

36.

37.

38.

39.

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 690);

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2014 Nomor 32;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Perﬁban
Daerah;

Peraturan Dacrah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
Peraturan Dacrah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentan
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentan

gunan Jangka Panjang

8 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

g8 Rencana Pembangunan Jangka
Tahun 2013 Nomor 159);

elanja Daerah Kabupaten Maluku
2013 Nomor 163);

Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Peraturan Dacrah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan B
Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Dacrah Kabupaten Maluky Tengah Tahun
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapat

an dan Belanja Daerah Kabu
t
Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluky Tenga o

h Tahun 2014 Nomor 165);

—
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Menetapkan :

40.

41.

42.

43.
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Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pertengg\.mgiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015
Nomor 176);

Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);

Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 49);

Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah
(Berita Dacrah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :
1. Pendapatan

a.
b.
c.

Pendapatan Asli Daerah

Rp. 52.677.744.194,82
Dana Perimbangan Rp. 989.281.848.169,00
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 96.667.424.429,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.138.627.016.792,82
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2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidj
4) Belanja Hibah
S) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantu

an Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 699.570.561.754,87

Rp. 394.323.081.696.,49
Rp1.093.893.643.451 ,36

Rp. 44.733.373.341,46

Rp. 654.744.456.469,31
Rp 0,00
Rp. 1.974.359.800,00
Rp. 28.017.367.330,00
Rp. 4.893.000.000,00
Rp. 0,00
Rp. 8.958.104.155,56
Rp. 983.274.000,00
Rp 35.326.341.145,70
Rp. 153.017.723.130,79
Rp. 205.979.017.420.00

Rp. 84.800.184.452,39

Rp. 0,00

Rp. 84.800.184.452,39

Rp.129.533.557.793,85
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Pasal 2 I

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran
Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
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Pasal 5
¢

Peraturan Bupati Maluku Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Dacerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal, 26 September 2015

UPATI MALUKU TENGAH,Q\Q.

TUASD%\BUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal, 26 September 2015
SEKRET DAERAH

UMARELIA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR Raf
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